[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 855 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA Drs. MUKIM, MM
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENGANTAR
PERMINTAAN PENYALURAN DANA DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor
PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dokumen
persyaratan penyaluran disampaikan dengan  surat
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa untuk percepatan penyaluran Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Desa, maka perlu menunjuk pejabat yang
menandatangani surat pengantar permintaan penyaluran
dana desa Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:PMK-252/PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Linkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:PMK-222/PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor
PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Menunjuk Saudara Drs. Mukim, MM sebagai Pejabat
Penandatanganan Surat Pengantar Permintaan Penyaluran
Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar.
KEDUA Tugas Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat
pengantar permintaan penyaluran dana desa.
KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Juli 2021
Salinan Sesuai Dengan Aslinya BUPATI POLEWALI MANDAR,
Polewali 19 Juli 2021
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